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ABSTRAK 

RAHMI  SUCI : NIM 14042010. PENGARUH KOMPENSASI TERHADAP 

KINERJA PERANGKAT NAGARI DALAM PENGELOLAAN 

KEUANGAN NAGARI DI KECAMATAN SALIMPAUNG 

Pengelolaan keuangan nagari di Kecamatan Salimpaung dapat dikatakan belum 

baik sebab masih terindikasi adanya ketidaktrasparan dalam pengelolaannya dan 

diperkeruh juga oleh adanya tumpang tindih antara regulasi yang dikeluarkan oleh 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam pengelolaan keuangan nagari, 

perangkat nagari selaku PTPKN belum mendapatkan imbalan atau kompensasi 

financial maupun non financial yang setimpal dengan pekerjaannya yang 

mengakibatkan kinerjanya kurang maksimal. 

Peneliti menggunakan motode kuantitatif dalam penelitian ini dengan jenis 

penelitian assosiatif dengan anailsis regresi linier berganda. Populasi pada penelitian 

ini merupakan seluruh perangkat nagari di Kecamatan Salimpaung yang terdiri dari 

seorang sekretaris, seorang bendahara, dan lima orang kaur/staff. Penentuan 

responden dilakukan dengan cara multistage random sampling dengan memakai 

rumus slovin sehingga didapatkan 38 responden.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompensasi secara simultan memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap kinerja perangkat nagari dalam pengelolaan 

keuangan nagari di Kecamatan Salimpaung. Secara parsial, kompensasi financial 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja perangkat nagari dalam 

pengelolaan keuangan nagari di Kecamatan Salimpaung sementara itu kompensasi 

non financial tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja perangkat 

nagari dalam pengelolaan keuangan nagari di Kecamatan Salimpaung. 

Kata Kunci : Keuangan Nagari, Kompensasi, Kinerja, Asas Pengelolaan Keuangan 

Nagari. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dengan diterapkannya kembali sistem pemerintahan nagari di Provinsi 

Sumatera Barat melalui Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 

2007 tentang Pokok-Pokok  Pemerintahan  Nagari, maka nagari selain sebagai unit 

pemerintahan terendah di kabupaten juga merupakan cikal bakal terbentuknya 

bangsa, termasuk di dalamnya  pengelolaan anggaran yang berkenaan dengan 

APBNagari. APBNagari adalah instrument penting  yang sangat menentukan dalam 

rangka perwujudan tata pemerintahan yang baik (Good Governance) di tingkat 

nagari, diantaranya diukur dari proses pelaksanaan APBNagari itu sendiri. 

Pengelolaan keuangan nagari/desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan 

Desa. Sementara itu keuangan nagari di Kabupaten Tanah Datar diatur dalam 

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 Bab VII Pasal 110 

tentang Nagari, dan selanjutnya diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Tanah 

Datar Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari. 

Keuangan desa/nagari adalah semua hak dan kewajiban desa/nagari yang dapat 

dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang 

berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa/nagari. Pengelolaan 

keuangan desa/nagari adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, 
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pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan 

desa/nagari (Permendagri no. 113 pasal 1 ayat 5 dan 6 tentang Pengelolaan Keuangan 

Desa). 

Keuangan desa/keuangan nagari mulai dikelola semenjak keluarnya surat 

keputusan bersama 3 menteri tahun 2015. Prioritas penggunaan dana desa termaktub 

dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan 

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dijelaskan bahwa 

Menteri Dalam Negeri memerintahkan Bupati/Walikota untuk melakukan percepatan 

penyaluran dan pengelolaan dana desa. Menteri Keuangan bertugas melakukan 

pemantauan penyaluran dana desa dari rekening kas umum daerah ke rekening kas 

desa. Sementara itu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 

menfasilitasi percepatan penggunaan dana desa melalui kegiatan pembangunan fisik 

dan non fisik, serta melakukan percepatan penyediaan tenaga pendamping desa. 

Dalam  pelaksanaan pengelolaan keuangan nagari,  wali  nagari  mempunyai  

peranan yang  sangat  penting.  Hal  ini  tertuang  dalam Peraturan  Bupati Tanah 

Datar Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari, yang 

menjelaskan bahwa wali  nagari  selaku kepala pemerintah nagari adalah pemegang 

kekuasaan pengelolaan keuangan nagari dan mewakili pemerintahan nagari dalam 

kepemilikan kekayaan nagari yang dipisahkan. Keuangan  nagari  dikelola 

berdasarkan  asas-asas  transparan,  akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan 

tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan nagari dikelola dalam masa 1 
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(satu) tahun anggaran yakni dimulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 

Desember. 

Fikri (2017) mengatakan dalam mengelola keuangan nagari dibutuhkan 

pengelola yang handal yang mengerti dengan tata cara pengelolaannya, baik itu dari 

segi peraturan, sistem pengelolaan, maupun pertanggungjawabannya. Untuk 

mendukung produktifitas dari pengelola keuangan nagari tentunya harus ada motivasi 

yang diberikan. Stephen P. Robbins dalam Nawawi (2015) mengatakan motivasi 

adalah kesedian untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi untuk tujun 

organisasi, yang dikondisikan oleh kemampuan upaya itu dalam memenuhi beberapa 

kebutuhan individual. Salah satu dari bentuk motivasi tersebut adalah dengan 

memberikan upah atau gaji yang sesuai dengan pekerjaan yang dikerjakan oleh 

pengelola keuangan nagari tersebut. Selain upah atau gaji, bentuk motivasi lainnya 

adalah dengan memberikan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja, menjamin 

lingkungan kerja yang nyaman dan aman, promosi jabatan dan sebagainya. Hal ini 

disebut dengan kompensasi. Ketentuan pemberian gaji/upah/tunjangan kepada 

pengelola keuangan nagari dalam hal ini sekretaris, kepala urusan, dan bendahara 

atau disebut dengan perangkat nagari diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa serta di perkuat dengan Surat Edaran Bupati Tanah Datar 

Nomor 900/502/BKD-Angg/2017 tentang Pedoman Penyusunan APB Nagari dan 

Standar Biaya Umum Nagari Tahun Anggaran 2017. 
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Kompensasi merupakan unsur terpenting dalam kinerja pegawai yang menjadi 

faktor penentu atau motivasi pegawai dalam menjalankan tupoksinya. Kompensasi 

juga disebut dengan reward, artinya bentuk pemberian balas jasa yang diberikan 

kepada seorang karyawan atas prestasi pekerjaan yang dilakukannya (Fahmi, 2016). 

Di dalam pemerintahan nagari, tata kelola keuangannya dipegang oleh wali nagari 

dan dalam pengelolaannya dilibatkan perangkat nagari dan juga lembaga unsur yang 

ada di nagari tersebut (Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 11 Tahun 2014 Tentang 

Pengelolaan Keuangan Nagari).  Kompensasi adalah bagian dari fungsi operasional 

manajemen sumberdaya manusia, yang salah satu tujuannya adalah sebagai motivasi 

untuk bekerja produktif (Hasibuan, 2012).  

Namun dalam kenyataannya, melaui survei lapangan untuk data awal yang 

penulis lakukan ditemukan kasus di Nagari Salimpaung pada tanggal 7 Oktober 2017. 

Para perangkat nagari menerima gaji sebesar Rp1.250.000,- per bulan. Gaji yang 

diterima tersebut berada di bawah Upah Minimum Regional (UMR) Kabupaten 

Tanah Datar yakni sebesar Rp1.600.000,- sehingga para perangkat nagari tersebut 

merasa belum puas dengan imbalan yang diterimanya. Hal ini dijelaskan langsung 

oleh Wali Nagari Salimpaung.  

Sementara itu di Nagari Sumanik, para perangkat nagari tidak menerima uang 

lembur jika ada pekerjaan yang dikerjakan dengan waktu tambahan. Padahal hal 

tersebut diatur dalam Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 14 Tahun 2017 tantang 

Standar Biaya Umum Pemerintahan Nagari yang mengatur tentang pemberian 

insentif lembur. 
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Permasalahan lain yang ditemukan adalah ketidaksesuaian antara aturan yang 

dikeluarkan oleh pemerintah pusat dengan aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah 

daerah. Kaur pemerintahan Nagari Tabek Patah menyampaikan bahwa aturan yang 

dikeluarkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah tumpang tindih. Menurutnya 

jika terdapat sisa dana, pemerintah pusat memperbolehkan menggunakan dana dalam 

bidang pembangunan yang sama, namun pemerintah daerah tidak memperbolehkan 

sisa dana dan memasukan dana tersebut kedalam Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 

(SiLPA) dalam penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang disebut juga Alokasi 

Dana Nagari (ADN). Dari ketidaksesuaian tersebut para pengelola keuangan nagari 

menjadi kebingungan dalam memahami setiap aturan yang ditetapkan.  

Selain itu beliau juga menyampaikan bahwa insentif yang diterima oleh 

pengelola keuangan nagari tidak sepadan dengan pekerjaan yang dilakukannya. 

Bahkan terkadang lebih besar biaya pribadi yang dikeluarkan dari pada insentif atau 

kompensasi yang diterimanya. Beliau juga mengeluhkan tidak adanya asuransi 

kesehatan yang diberikan kepada pengelola keuangan nagari. Fasilitas umum seperti 

kantin dan tempat ibadah memiliki jarak yang cukup jauh dari lingkungan kantor wali 

nagari di Tabek Patah. Sehingga pada jam istirahat atau pada jam sholat para 

perangkat nagari terpaksa keluar dari kantor yang mengakibatkan kantor menjadi 

kosong pada jam istirahat.  

Lain halnya di Nagari Lawang Mandahiling, penulis mengalami kesulitan 

ketika melakukan survei dikarenakan wali nagarinya tidak memberikan izin. Wali 

nagari tersebut berdalih bahwa surat yang penulis bawa tidak memiliki alamat yang 
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jelas. Beliau mengatakan bahwa nama Wali Nagari Lawang Mandahiling harus 

tercantum di dalam surat yang penulis bawa, sementara di surat yang penulis bawa 

yang dikeluarkan oleh KESBANGPOL Kabupaten Tanah Datar hanya tertulis Wali 

Nagari terkait. Kemudian Wali Nagari tersebut juga mengatakan bahwa penulis tidak 

berhak menanyakan masalah keuangan nagari dan yang mempunyai wewenang untuk 

itu adalah inspektorat dan pengawas keuangan saja. Namun penulis melakukan 

lobbying dengan beliau sehingga beliau mengizinkan untuk mengambil data. Dari 

peristiwa tersebut penulis beranggapan bahwa dalam pengelolaan keuangan nagari di 

Nagari Lawang Mandahiling terindikasi tidak transparan. Hal ini jelas tidak sejalan 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 maupun Peraturan 

Bupati Tanah Datar Nomor 11 Tahun 2014 yang menjelaskan bahwa pengelolaan 

keuangan desa/nagari harus berdasarkan asas-asas yang salah satunya adalah asas 

transparan. 

Kemudian di Nagari Situmbuk, bangunan kantor walinya menumpang kepada 

kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN). Ketika penulis mengambil data, dapat 

digambarkan bahwa kondisi kantor wali nagari di Nagari Situmbuk ini belum layak. 

Sebab ruangan yang dimilikinya sangat tidak mengakomodasi perangkat nagari yang 

bekerja disana. Selain sempit bagi penggunanya, ruangan tersebut juga tidak cukup 

nyaman bagi masyarakat yang hendak berurusan ke kantor tersebut karena tidak 

adanya ruang tunggu. 

Berangkat dari permasalahan di atas, penulis tertarik membuat proposal 

penelitiaan mengenai Pengaruh Kompensasi terhadap Kinerja Perangkat Nagari 
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dalam Pengelolaan Keuangan Nagari di Kecamatan Salimpaung. Dengan harapan 

bahwa hasil penelitian ini dapat membantu pemerintah daerah khususnya pemerintah 

nagari dalam meningkatkan pengelolaan keuangan nagari kearah yang lebih baik. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah dalam penelitian ini dapat 

diidentifikasi sebagai berikut: 

1. Pengelolaan keuangan nagari belum sesuai dengan asas-asas pengelolaannya 

menurut peraturan perundang-undangan 

2. Terjadinya ketidaksesuaian aturan antara peraturan pemerintah pusat dengan 

peraturan pemerintah daerah. 

3. Kompensasi yang diterima oleh penyelenggara keuangan nagari belum 

memadai. 

4. Biaya yang dikeluarkan oleh pengelola keuangan nagari lebih besar dari 

imbalan yang didapatkan. 

5. Pengelola kauangan nagari tidak menerima insentif lain selain gaji pokok. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Agar permasalahan yang diteliti tidak terlalu luas, maka penulis membatasi 

masalah sesuai judul yang dikemukakan, yakni permasalahan berkisar pada pengaruh 

kompensasi terhadap kinerja perangkat nagari dalam pengelolaan keuangan nagari di 

Kecamatan Salimpaung. Dalam tulisan ini, penulis akan membahas mengenai 

kompensasi yang diterima oleh pengelola keuangan nagari, dalam hal ini adalah 
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perangkat nagari yang terdiri dari sekretaris, bendahara, dan kaur selaku Pelaksana 

Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari (PTPKN) yang diatur dalam pasal 4 ayat (1) 

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa,. 

Sehingga keuangan nagari dapat dikelola berdasarkan asas-asas yang telah disebutkan 

dilatar belakang masalah proposal ini. 

 

D. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah : 

1. Apakah terdapat pengaruh kompensasi financial terhadap kinerja perangkat 

nagari dalam pengelolaan keuangan nagari di Kecamatan Salimpaung? 

2. Apakah terdapat pengaruh kompensasi non financial terhadap terhadap 

kinerja perangkat nagari dalam pengelolaan keuangan nagari di Kecamatan 

Salimpaung? 

3. Apakah terdapat pengaruh kompensasi financial dan non financial secara 

bersama-sama terhadap terhadap kinerja perangkat nagari dalam 

pengelolaan keuangan nagari di Kecamatan Salimpaung? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh kompensasi financial terhadap terhadap kinerja 

perangkat nagari dalam pengelolaan keuangan nagari di Kecamatan 

Salimpaung. 
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2. Untuk mengetahui pengaruh kompensasi non financial terhadap terhadap 

kinerja perangkat nagari dalam pengelolaan keuangan nagari di Kecamatan 

Salimpaung. 

3. Untuk mengetahui pengaruh kompensasi financial dan non financial secara 

bersama-sama terhadap terhadap kinerja perangkat nagari dalam pengelolaan 

keuangan nagari di Kecamatan Salimpaung. 

 

F. Kegunaan dan Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

Penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan 

keilmuan yang terkait dengan Ilmu Administrasi Negara khususnya mata 

kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. 

2. Secara Praktis 

a. Memberikan gambaran mengenai pengaruh kompensasi terhadap 

pengelolaan keuangan nagari di Kecamatan Salimpaung. 

b. Memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah Kab. Tanah Datar 

pada umumnya dan Kecamatan Salimpaung pada khususnya dalam hal 

peningkatan pengelolaan keuangan nagari. 

 

 

 

 


